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Saat ini, pemerintah sedang gencar dalam membangun Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memenuhi
kebutuhan infrastruktur dalam negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu aspek terpenting dalam
pembangunan PSN adalah ketersediaan tanahnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tanah untuk
pembangunan PSN, cara utama yang digunakan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pengadaan tanah
untuk kepentingan umum. Penelitian ini membahas tentang bagai mana kebijakan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum pada Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya setelah diberlakukannya Undang-
Undang Cipta Kerja dan bagaimanaimplementas kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode penelitian doktrinal, yaitu melalui studi kepustakaan baik terhadap peraturan
perundang-undangan maupun sumber literatur lainnya. Undang-Undang Cipta K erja beserta peraturan
turunannya membawa beberapa pengaturan baru terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang
memberikan dampak signifikan dalam kemudahan pembangunan PSN. Namun, pengaturan pengadaan tanah
baru tersebut menimbulkan permasal ahan karena terdapat pengaturan yang bertentangan dengan esensi
pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang seharusnya. Dalam pelaksanaannya, kemudahan yang
diberikan untuk pengadaan tanah PSN tidak selamanya berjalan dengan baik. Seringkali pelaksanaan
pengadaan tanah PSN mendapatkan penolakan yang besar dari masyarakat. Hal tersebut karena kemudahan
pengadaan tanah yang diberikan justru mengesampingkan hak-hak masyarakat dan bahkan
mengesampingkan aspek keberlanjutan lingkungan. Oleh karenaitu, pengadaan tanah PSN sudah
seharusnya dilakukan dengan merujuk pada esensi pengadaan tanah seharusnya. Dengan begitu, hak-hak
dari masyarakat yang terdampak dapat terjamin dan kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat.

...... Currently, the government is intensively promoting National Strategic Projects (PSN) to meet domestic
infrastructure needs. One of the most critical aspects of PSN development is the availability of land. To
fulfill land requirements for PSN development, the primary method employed by the government is land
acquisition for public interest. This research examines the policies surrounding land acquisition for public
interest in the context of National Strategic Projects (PSN), particularly after the enactment of the Omnibus
Law (Job Creation Law), and evaluates the implementation of these policies. The research adopts a doctrinal
method, utilizing a literature-based approach by analyzing statutory regulations and other relevant sources.
The Job Creation Law and its derivative regulations introduce several new provisions related to land
acquisition for public interest, significantly facilitating the development of PSN. However, these new
regulations pose challenges as some provisions conflict with the fundamental principles of land acquisition
for public interest. In practice, the ease provided for PSN land acquisition does not always proceed
smoothly. Frequently, the implementation of PSN land acquisition faces strong resistance from the public.
This resistance arises because the ease of land acquisition often disregards community rights and even
neglects environmental sustainability aspects. Therefore, PSN land acquisition should adhere to the essence
of proper land acquisition. By doing so, the rights of affected communities can be safeguarded, and public
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welfare can be improved.



